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PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Oktober 1990, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD,
tempat kediaman di xxx Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Maret 1988, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di xxx Kecamatan Pontianak

Selatan, Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 834/Pdt.G/2023/PA.Sry, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 10 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kabupaten Kota Pontianak,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 620/46/X1/2012, tanggal 12
November 2012;

2. Bahwa, pada saat menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus
jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
Orang tua Tergugat di Jalan Purnama Il Gang Purnama Indah 2, Kelurahan
Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak selama 10 (sepuluh)
tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Desa Punggur Kecil, Kecamatan
Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sampai dengan berpisah, kemudian
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Agustus 2023;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan
belum/sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

4.1. ANAK kel, lahir di Pontianak, tanggal 02 November 2014, NIK
617101421114002, Pendidikan kelas 3 Sekolah Dasar;

4.2. ANAK ke2, Ilahir Pontianak, tanggal 19 April 2020, NIK
6171011904200001, belum sekolah;

5. Bahwa, awal permasalahan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun
2013 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
tersebut adalah :

6.1. Tergugat sering bermain game setelah pulang bekerja sampai tidak
memperdulikan anak dan istri

6.2. Tergugat sudah tidak bisa memberi nafkah batin sejak tahun 2021,

6.3. Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga
sehari-hari;
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7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Agustus
2023 yang disebabkan Tergugat marah dan megusir Penggugat karena
Penggugat tidak memperdulikan orang tua Tergugat, ketika datang di rumah
kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat
pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di
rumah orang tua Tergugat sesuai alamat di atas;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat
dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai
karena tidak ada itikad baik dari pihak tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam
perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan
untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun

2016, dengan mediator Indah Savira, S.H., dan hasil dari upaya tersebut adalah
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berhasil sebagian yaitu Penggugat dan Tergugat sepakat terkait nafkah untuk 2
(dua) orang anak sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 09
Januari 2024;

Bahwa, Tergugat pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai
wakil/kuasanya meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan
selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk
umum;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengar, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor
474/450/PEM.2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengas Kapuas,
telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 620/46/X1/2012 tanggal 12 November
2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan
Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (hazegelen), telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. Saksil, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung, di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
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— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2012 yang lalu;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di
rumah pribadi di Desa Punggur Kecil;

— Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2
orang anak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung sebanyak 1 kali;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
Tergugat pernah mengusir Penggugat dan Tergugat suka main game;

— Bahwa kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir
oleh Tergugat dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling
berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

2. Saksi2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik
Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tahun 2012 yang lalu;
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— Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di
rumah pribadi di Desa Punggur Kecil;

— Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
orang anak;

— Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2013, keharmonisan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya
mengetahui dari cerita Penggugat jika Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

— Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang meberikan nafkah
kepada Penggugat, Penggugat suka diusir oleh Tergugat dan Tergugat
suka main game dan judi slot;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4
bulan yang lalu karena Penggugat diusir oleh Tergugat dan selama
berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan
layaknya suami istri yang baik;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan

selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya

tetap dengan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para
pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum
Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena
meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Penggugat dan Tergugat mencapai
kesepakatan mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara
tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum,
hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar
diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
disebabkan Tergugat sering bermain game setelah pulang bekerja sampai tidak
memperdulikan anak dan istri, Tergugat sudah tidak bisa memberi nafkah batin
sejak tahun 2021 dan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan rumah
tangga sehari-hari, yang akhirnya sejak Agustus 2023, Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga gugatan diajukan, selama
berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat
didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan
sekalipun telah diperintahkan dan dipanggil secara sah, dan ternyata tidak
datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya
perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini
dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan
haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari
bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283
RBg. Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah
dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam
pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
bermeterai cukup, dicap pos (hazegelen) dan cocok dengan aslinya, sedangkan
(P1) merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai dan di cap pos, maka
sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2)
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1) dan
(P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang
sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk
mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak
dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan
saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta
pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai
Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama Penggugat yang menyatakan
pernah meihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi kedua
Penggugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 4 bulan yang lalu dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan
selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni
2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi
dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
gevolg) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum
(vreem de oorzaak) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang

mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat
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pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat testimonium de auditu

sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat
serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai
berikut:

— Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat
sering bermain game setelah pulang bekerja sampai tidak memperdulikan
anak dan istri, dan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan
rumah tangga sehari-hari;

— Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak 4 (empat) bulan yang lalu,
Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

— Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan
kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain game setelah
pulang bekerja sampai tidak memperdulikan anak dan istri, Tergugat sudah tidak
bisa memberi nafkah batin sejak tahun 2021 dan Tergugat jarang memberikan
nafkah untuk keperluan rumah tangga sehari-hari yang akhirnya berakibat pada
pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan
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pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa
unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun
cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran
menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3).
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah
memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013 dan telah pisah tempat tinggal
sejak 4 bulan yang lalu, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua
duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat
serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang,
meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali
dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal,
sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya serta dikuatkan
oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah
hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara
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Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus
menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang
dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak
sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur
kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap Kkali
persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui
mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil,
dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
(suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya
mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan
menyayangi (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana diisyaratkan dalam
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat

Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

LY A b &) 4ad 05 835 D Jand Lgdl) 13K 31630 aadl (e 481 318 4 AL (e
Artinya:"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir’;
Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah

satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai
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suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin
ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan
sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan
sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah
mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka disini sudah
ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi
sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak
bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh
dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan
ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat
buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara
psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga
yang telah kehilangan sakinah, mawadah warrahmah (kedamaian jiwa dan
ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa
penyebab dan dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534
K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah
tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah
tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka
dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat

mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
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bahagia, tenteram, kekal, dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah)
sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat
21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam
kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai

alas hukum berbunyi:

Adlh Ll ade glhlga g3l da g3 48 ase ) 13)
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi Penggugat dan Tergugat telah
dibuat kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi perkara nomor
834/Pdt.G/2023/PA.Sry tertanggal 9 Januari 2024 yaitu nafkah untuk dua orang
anak yang bernama Asyiela Putri dan Syafiq Ubaidullah sejumlah Rp. 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan
tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai
ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
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dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat
(xxx);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat
dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.l. sebagai Ketua
Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd. Ttd.
Fauzy Nurlail, S.H., M.H. Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan - Rp 540.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



